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RINGKASAN

KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS ATAS
KEBOCORAN DATA PRIBADI KLIEN OLEH STAF NOTARIS

Muhammad Kevin Saragi!, Rahmida Erliyani?

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 120
Halaman

Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris dibantu oleh staf yang memiliki akses
terhadap dokumen dan data pribadi klien. Akses tersebut diperlukan untuk
menerima dan memeriksa berkas, menyusun rancangan akta, memasukkan data ke
dalam sistem elektronik, mengelola arsip, serta melakukan pendaftaran kepada
instansi terkait. Namun, keterlibatan staf juga menimbulkan risiko kebocoran data,
baik akibat kesengajaan maupun kelalaian. Persoalan hukum muncul karena staf
merupakan pelaku langsung, sedangkan akses terhadap data diperoleh melalui
pekerjaan, penugasan, fasilitas, dan kewenangan yang diberikan oleh notaris.
Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, bentuk dan batas
pertanggungjawaban hukum notaris atas kebocoran data pribadi klien oleh staf
berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Pelindungan
Data Pribadi. Kedua, bentuk dan batas pertanggungjawaban tersebut berdasarkan
asas vicarious liability. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan.
Bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dianalisis secara preskriptif untuk
menemukan konstruksi pertanggungjawaban yang memberikan kepastian hukum,
keadilan, dan perlindungan bagi notaris maupun klien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki kedudukan ganda.
Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris merupakan pejabat umum
yang wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan
merahasiakan segala sesuatu mengenai akta serta keterangan yang diperoleh dalam
pelaksanaan jabatan. Pertanggungjawaban berdasarkan UUJN pada dasarnya
berorientasi pada kesalahan pribadi, sehingga notaris dapat dimintai
pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesengajaan, kelalaian,
pelanggaran kewajiban jabatan, atau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, notaris dapat
dikualifikasikan sebagai Pengendali Data Pribadi karena menentukan tujuan dan
cara pemrosesan, jenis data yang dikumpulkan, jangka waktu penyimpanan, serta
pihak yang memperoleh akses terhadap data klien. Kedudukan tersebut
mengharuskan notaris menerapkan langkah teknis dan operasional untuk
menjamin keamanan data, menjaga kerahasiaan, mencegah akses tidak sah,
mengawasi staf yang terlibat dalam pemrosesan, serta menunjukkan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan prinsip pelindungan data pribadi. Dengan
demikian, kewajiban notaris tidak hanya bersifat pasif dalam bentuk larangan

1 NIM : 2320216310016
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membocorkan rahasia jabatan, tetapi juga bersifat aktif melalui penerapan tata
kelola dan sistem pengamanan data yang memadai.

Asas vicarious liability dapat diterapkan secara terbatas dalam hubungan antara
notaris dan staf karena terdapat hubungan kerja, subordinasi, pemberian tugas,
akses, serta kewenangan pengawasan. Dasar yang sejalan dengan asas tersebut
terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata mengenai tanggung jawab pemberi kerja
atas kerugian yang ditimbulkan bawahannya dalam pelaksanaan pekerjaan. Notaris
dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kebocoran dilakukan dalam ruang
lingkup pekerjaan, menggunakan akses atau fasilitas kantor, serta berkaitan dengan
kelalaian pengawasan, kegagalan pembatasan akses, atau tidak diterapkannya
standar keamanan data.

Namun, tidak seluruh perbuatan staf secara otomatis menjadi tanggung jawab
notaris. Apabila staf menyalahgunakan data untuk kepentingan pribadi, bertindak
di luar tugas dan kewenangannya, serta notaris telah menerapkan pengawasan dan
pengamanan yang layak, maka tanggung jawab utama berada pada staf sebagai
pelaku langsung. Oleh karena itu, pertanggungjawaban harus mempertimbangkan
hubungan tindakan staf dengan pekerjaannya, tujuan perbuatan, penggunaan
fasilitas kantor, kemampuan notaris melakukan pengawasan, hubungan sebab
akibat, dan pemenuhan standar kehati-hatian.

Tesis ini  menawarkan model fault-based proportional liability, yaitu
pertanggungjawaban yang dibebankan secara proporsional berdasarkan tingkat
kesalahan, kelalaian pengawasan, kegagalan tata kelola, dan luasnya kontrol yang
dimiliki notaris. Model tersebut menggabungkan prinsip kesalahan, standar due
diligence, pembatasan tanggung jawab notaris, serta pemisahan tanggung jawab
pribadi staf. Dengan konstruksi ini, notaris tidak dibebaskan sepenuhnya dari
tanggung jawab pengawasan, tetapi juga tidak dibebani tanggung jawab mutlak
atas seluruh tindakan staf.

Sebagai upaya pencegahan, kantor notaris perlu menerapkan standar operasional
perlindungan data, pembatasan akses berdasarkan tugas, perjanjian kerahasiaan,
sistem keamanan elektronik yang andal, pencatatan aktivitas akses, pelatihan staf,
evaluasi berkala, dan prosedur penanganan kebocoran data. Selain itu, diperlukan
harmonisasi antara UUJN dan UU PDP serta pengaturan yang lebih tegas
mengenai kedudukan, kewajiban, dan pertanggungjawaban staf dalam pengelolaan
data pribadi di kantor notaris.
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KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS ATAS
KEBOCORAN DATA PRIBADI KLIEN OLEH STAF NOTARIS

Muhammad Kevin Saragi, Rahmida Erliyani

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 120
Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Notaris, Pelindungan Data Pribadi, Kebocoran Data Pribadi, Vicarious
Liability, Fault-Based Proportional Liability.

Perkembangan digitalisasi dalam praktik kenotariatan menyebabkan notaris
tidak hanya berkedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat
akta autentik, tetapi juga sebagai pihak yang mengumpulkan, menggunakan,
menyimpan, dan mengendalikan data pribadi klien. Permasalahan hukum timbul
ketika kebocoran data pribadi dilakukan oleh staf notaris yang memperoleh
akses berdasarkan hubungan kerja dan penugasan dari notaris. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batasan pertanggungjawaban hukum
notaris atas kebocoran data pribadi klien oleh staf berdasarkan Undang-Undang
Jabatan Notaris dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta
menganalisis penerapan asas vicarious liability dalam hubungan antara notaris
dan staf. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis
secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki
kedudukan ganda, yaitu sebagai pejabat umum berdasarkan Undang-Undang
Jabatan Notaris dan sebagai Pengendali Data Pribadi berdasarkan Undang-
Undang Pelindungan Data Pribadi. Kedudukan tersebut mewajibkan notaris
tidak hanya menjaga kerahasiaan akta dan keterangan Kklien, tetapi juga
menerapkan pengamanan, pembatasan akses, pengawasan staf, serta tata kelola
pemrosesan data pribadi yang bertanggung jawab. Asas vicarious liability dapat
diterapkan secara terbatas apabila kebocoran data dilakukan dalam ruang
lingkup pekerjaan, menggunakan akses atau fasilitas kantor, serta berhubungan
dengan kelalaian pengawasan atau kegagalan pengendalian oleh notaris. Namun,
notaris tidak dapat dibebani tanggung jawab secara otomatis apabila staf
bertindak untuk kepentingan pribadi di luar tugasnya dan notaris telah
melaksanakan standar kehati-hatian yang semestinya. Penelitian ini menawarkan
konstruksi fault-based proportional liability, yaitu pembebanan tanggung jawab
berdasarkan tingkat kesalahan, hubungan sebab akibat, kelalaian pengawasan,
dan ruang lingkup kontrol notaris. Konstruksi tersebut memberikan
keseimbangan antara pelindungan hak privasi klien, kepastian hukum bagi
notaris, dan keadilan dalam pembebanan pertanggungjawaban.



LEGAL CONSTRUCTION OF NOTARY LIABILITY UPON CLIENT’S
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ABSTRACT

Keywords: Notary, Personal Data Protection, Personal Data Breach, Vicarious
Liability, Fault-Based Proportional Liability

The development of digitalization in notarial practice has positioned notaries not only
as public officials authorized to draw up authentic deeds, but also as parties who collect,
use, store, and control clients’ personal data. Legal issues arise when personal data
breaches are committed by notary staff who obtain access based on employment
relationship and assignments given by the notary. This research aims to analyze the
forms and limitations of a notary’s liability for breaches of clients’ personal data
committed by staff under the Notary Office Act and the Personal Data Protection Act,
as well as to examine the application of the principle of vicarious liability in the
relationship between notaries and their staff. This study is normative legal research
employing statute, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and
tertiary legal resources were analyzed using a prescriptive method. The results of the
study indicate that a notary holds a dual legal position, namely as a public official under
the Notary Office Act and as a Personal Data Controller under the Personal Data
Protection Act. This dual position requires notaries not only to maintain the
confidentiality of deeds and clients’ information, but also to implement security
measures, access restrictions, staff supervision, and accountable personal data
processing governance. The principle of vicarious liability may be applied on a limited
basis if the data breach occurs within the scope of employment, involves the use of office
access or facilities, and is related to the notary’s negligent supervision or failure to
exercise control. However, a notary cannot automatically be held liable when a staff
member acts for personal interests outside the scope of assigned duties and the notary
has exercised the required standard of care. This research proposes a fault-based
proportional liability construction, under which liability is allocated according to the
degree of fault, causal relationship, supervisory negligence, and the scope of the notary’s
control. This construction provides a balance between the protection of clients’ privacy
rights, legal certainty for the notaries, and justice in the allocation of liability.
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